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KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA
I, Merdeekes Komp, Bumimes Usmaliagku Kab. Tojo Una Una 4683
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KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

NOMOR : KEP-15/P.2.18/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DT LINGRKUNGAN KEJAKSAAN NEGERT TOJO UNA UNA

Menimbang

Mengingatl

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA LINA

bahwa dalam rangksa pelaksanaan salah satu program
Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia,
Kejaksaan Negeri Tojo Una Una perlu mengembangkan
sistem manajemen sumber dava manusia [(SDM)
berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan
pembinaan dan pengawasan SDM;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayvanan prima di
lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Tojo Una Una,

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf & dan b, dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negerni Tojo
Una Una tentang Penetapan Standar Pelayanan di
Lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una,

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomeor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 teniang
Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

2010 Tentang Crganisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-O06/A/JAJO7 /2017
tentang Organisasi dan Tata Kera Kejaksaan Republil




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa
Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Fepublik Indonesia;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
tlan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masvarakat
Unit Penvelengegara Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayvanan:

Surat Edaran Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup
Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA

UNA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGER! TOJO UNA UNA

Menetapkan 6 Standar Pelayanan yang berlaku di
lingkungan Kejaksaan Kejaksaan Negen Tojo Una Una

Standar Pelayanan berlaku di selurubh ruang lingkup
pelavanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una
Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Neperd
Tojo Una Una agar memberikan pelayanan sesual dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.




KEEMPAT . Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan akan
dilakukan secara periodic setiap enam bulan,

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negerd Tojo Una Una ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila di kemudian har terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebapgaimana mestinya.

SALINAN Kepulusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggl Sulawesi Tengah.

2. Yth, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggl Sulawesi Tengah.

3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah,
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
5. Arsip.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepeda yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 15 Mei 2024

JIP. 19690924 199603 1 003



LAMPIEAN |

Sural Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Tojo Una Una

Nomor :KEP-15/P.2.18/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

DAFTAR 151 STANDAR PELAYANAN
KE-TAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

Standar Pelayanan

1. Pelayanan Tamu/PTSP

2. Palayanan Tilang dan Penanganan Parkara

3. Pelayananan Saksi

4. Pelayanan Pengelalaan dan Pengembalian Barang Bukti
5. Pelayanan Pengaduan

6. Pelayanan Konsultasi Hukum



LAMPIRAN I

Sumt Keputusan Kepala Kejaksaan Negen
Tojo Una Una

Nomor KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Me1 2024

STANDAR PELAYANAN

TAMU
NO KOMPCOMNEN L URAIAN |
A Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Servicas Dallvery)
1. | Produk Pelayanan _ Bertemu dengan yang ingin ditemul
2, | Persyaralan Pelayanan Kip |
3 | Sislem, Mekanisme, dan Prosedur Tamu datang dan menuju plsp, kemudian
ptsp  bedanyan tujuan, kemudian ptsp
maminta klp untuk dimasukan kedalam
 Bpiikas: buku tamu, kemudan petugas pisp
4. | Jangka Wakiu Penyelesaian _ 5 menit —
5| BiayaTanf _ Gratis |
6. | Penanganan Fengaduan, Saran dan no tedepon
Masukan 082195108166 website hips/ikejan-
iojounauna kejaksaan.goid’ .dan websie
wivw' [apor.go id
B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) - |
1. | Dasar Hukum ' Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
. tentang Pelayanan Publik
2 | Sarana dan Presargna, dan‘glau | Ruang tamu, komputer,dil
Fasilias
3. | Kompetensi Pelaksana Sangat berkompetan
4. | Pengawasan Inlemal KajardanKasubagBin
5 | Jumiah Pelaksana 2 o
£ | Jaminan Pelayanan 1. Kmjaksasn mamberkan pelayanan dengan
salalu berpedoman pada SOP sehinggs siap
menenma saran dan masuken apabis ada
kekeliruan Keaksaan berpadoman maikdwmat
pelayanan untuk membenkan pelayanan |
.- terbaik sesual dengan ketanluan yang berlaku
T. g:m Keamanan dan Keselamalan | Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
an
8. | Evaluasi Kinevja Pelaksana Surved Kepuasan Masyarakat berkaitan Tilang |




LAMPIRAN [lI
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negen

Taojo Una Una
Nomor KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
TILANG dan PENANGANAN PERKARA

NO

1_
Humpmun ‘Standar Puhrmn yang Terkait tlung-nn Proses Fﬂrﬂmpllln

Pelayanan (Services Defivery)
Produk Pelayanan

|
Mengembalikan Barang Bukli flang barupa
Kendarsan bermotor atsu  dokumen

Persyaratan Pelayanan

Sistem, Mekanisme, dan Prosadur

Jangka Wakiu Penyelesaian

Biaya/Taril

1. Pelanggar vang beum  melakukan
pembayaran . -Pelanggar tilang dalang ke
Kejaksaan Negeri membawa blanko tilang -
Mendaftar ke loket uniuk mendapatkan nomer
antrian. -Pelanggar menunngu  unluk

melakukan pambayaran kepada pelugas
bank BRI (perwakilan yang ada di Kantor

saloran  atau  pembayaran Puhw'

mengambi barang bukfi. 3 Bila puiusan
Lebih rendah dar pembayaran

maka pihak kejaksaan mambuatkan surat

untuk mengambil kelebihan pembayaran di |

bank BRI

Sesual kebutuhan atau (2 menit)

Gratis

_—

Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan

Pelayanan di Internal Organisasi

no elapon _|
DB2155108166 websile hitps //kejari-
lojounauna kejaksaan goid/  dan  websile

| wwiw lapar go.id

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
[Manufacturing)

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor& Tahun 1981
Tentang Hukum Acame Pidena. -Undang- |
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Ri Tahun 2009 Momor 86 Tambahan
Lembaran Negara Ri Nomor 5025) -Peraturan
Pemerintah Nomor.39 Tahun 2016 Tentang
Jenis Dan Tanf Atas Jenis Dan Tenf Alas
Janis Penerima Megara Bukan Pajek Yang
Herdaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.
-Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Tentang Satuan Tegas Sapu Bersih Pungutan

Liar. -Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 12




Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaia Fm;ruluun '
Perkara Pelanggaran Lalu Linlas
Kesepakatan Bersama HKetua P.hhlummh
Agung, Mentri Kehakiman, Jaksa Agung Dan
Kapoln Tanggal 19 Juni 1993 Tentang Tata
Cara Penyelesasan Perkara Pelanggaran Lalu
' Lintas Jalan Tertentu -Kesepakatan Bersama
Tentang Penggunaan Jasa Bd Dalam
Penenmaan Uang Tiipan, Pembayaran
Denda Dan Biaya Perkara Tilang Tanggal 15
Juli 1993 -Peraturan Menten Pendayagunaan
| Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 tahun 2017 tentang FPedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultas: Publik i
l Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2009
tentang pelaysnan publc mengscu pada |
| sarvice excallent yang dibenkan oleh instansi

| | public kepada masyarakat {

' Sarana dan Prasarana, danfstau 1.Gedung Tilang 2.Gedung Tilang drive

| Fasilitas | ThrufLantatur 3 Komputer atau Laplop

- _ AKerasSlemar FIT PR

| Kompetensi Pelaksana kompetensi pelaksana sangat baik

| Pengawasan Intemal 1.Kepala Kejaksaan Neger 2 Kepala Seksti
Tindak Pidana Umum

| Jumiah Petaksana | Sesuai Kebuluhan Loket f Layanan

Jaminan Petayanan | 1.Kejaksaan memberikan pelayanan

dengan

! ' selalu berpadoman pada SOP sehingga siap
 manarima saran dan masukan apabila ada

 kekefiruan. Kejaksaan berpedoman maidumat
pelayanan unluk memberkan pelayanan
| terbaik sesual dengan ketentuan yang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keseiamatan Diberikan | pelayanan semaksimal mungth
Pelayanan




LAMPIRAN |V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Taojo Una Una

Nomor

Tanggal

'KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024
: 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

SAKSI
NO KOMPONEN | URAIAN
A Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan |Services Delivery)
1. | Produk Petayanan Saksi diantar ke tempat parsidangan
2. | Persyaratan Pelayanan
3,

Saksi yang lidak bisa datang ke pengadian
negen yang ada di palu, akan dijemput cleh
pelugas dan berangkal bersama ke
pengadilan

4 | Jangka Wakiu Penyelesaian -
B. | Penanganan Pengaduan, Saran dan telepon
Masukan DHEWE‘IDEHEE website hiips: m:qm
lojounauna kejaksaan go id!  dan  websile
| www.lapor go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang Terkalt dengan Proses Pengelolaan
| Pelayanan di Internal Organisas! (Manufacturing]
1 Dasar Hukum Undang-Undang ‘Mo, 25 Tahun 2000 tentang
Polayanan Publik
2 E.Ir.‘iu dan Frasarana, dan/atau | Mobil, lﬂmpd menginap, konsumsi
asiltas
3 | Kompelans Pelaksana Sangan kompeten
4 | Pengawasan Imemal Kajari dan Kasi Pidsus
5 | Jumiah Pelaksana 2 |
B. | Jaminan Pelayanan I.F.qﬂ.nm memberikan pelayanan dengan

salalu barpadoman pada SOP sshingga siap
menenma saran dan masukan apabila ada
kekaliruan FKejaksaan berpedoman makiumat
pelayanan unfuk memberkan pelayanan
terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

<

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.

_F TrTrrr

Survel Kepuasan Masyarakal berkadan Tilang




LAMPIRAN V
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negen
Tojo Una Una

Nomor

Tanggal

KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024
;19 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN DAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI

NO _ KOMPONEN 1. URAIAN
A F.nmpunln Standar Pmmmwmmmmhn
_ Pelayanan (Services Delivery)
1. | Produk nan Barang bukt
2 | Parsyaralan Pelayanan KTP pemilik barang bulkt
3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. pemilik barang bukli datang ke hljlhﬂln
dan menyampaikan maksud nya. pmuaibh
PR memerikasa kip dan mengambil bb tamu
4. | Jangka Wakiu Penyelesaian 30 menit
| 5. | Bisya/Tant gratis =~
& | Penanganan Pengaduan, Saran dan | no telepon -
Masukan 082195108168 website _hilps./kejari- |
tojounauna kejaksaan go.ldl dan website
| www lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
| Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1. | Dasar Hukum Kepulusan Jaksa Agung RI nomar KEP- |
132/JA0 1884 tentang Admlnr:h‘un
.| Penanganan Barang Bukl 4
2 mrm dan Frasarana, dan/stau | meja, kursi, komputer '
as
3. | Kompetens: Pelaksana staf PB3R yang khusus formas pranm
baring bukli yang kompeten
4. | Pengawasan Intemnal | Kajani dan Kasi 88
5 | Jumiah Pelaksana 1 N j
B Jh‘mmanlrmin Komitmen  sesua dunnm maklumat |
Felayanan uniuk melaksanakan pelayanan
. sesual  ketentuan beraku dan siap |
menernma sanksi| apabila terjadi
. 7 | Jaminan Keamanan dan Kesalamatan | Pelayanan diberkan semaksimal mungkin
Pelayanan dengan berpedoman pada maklumat
— | pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana Surver Kepuasan Masyerakal berkatan

dengan pengambilan barang bukt




LAMPIRAN VI

Su

ral Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Tojo Una Una
Nomor :KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PENGADUAN
NO KOMPONEN URAIAN
A Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Services Dalivery)
1. | Produk Pelayanan Penerangan  Hukum, Tindak  Lanjut
Pengaduan .
2 | Persyaratan Pelayanan Melapor pada no wa dan gform yang |
disediakan -
3 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Fenafima Layanan Publik Melapar melaul no |
WA ataupun Gform dan bisa datang
4 | Jangka Wakiu Penyelesaian - '
g Biava/Tani gratis |
6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan  no telepan |
Masukan Da2195108166 jwebsie hitps:/fkejarn-
tojounauna kejaksaan gosd/ dan website
www |apor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
| Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1 Dasar Hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 lentang
N Pelayanan Publik 1
2. Sarana dan Prasarana dan/atau Ruang famu
Fasilitas
3. | Kompetens: Pelaksana Sangat berkompeten
4. | Pengawasan Internal Fajar dan Kasi Intsl = =
5. | Jumiah Pelaksana |2 |
€. | Jaminan Pelayanan Komimen  sesual dengan  makiumat

Pelayanan uniuk melaksanakan pelayanan
sesual kelenluan yang beraku dan siap
Menerima sanksi apabila terjadi
ketidal ,

T

Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

Palayanan diberkan semaksimal mungkin

dengan berpedoman pada makiumat
pelayanan

8.

| Evaluasi Kinerja Pelaksana

dengan pengambilan barang bukii




LAMPIRAN VI
Surat Kepurusan Kepala Kejaksaan Negeri
Tojo Una Una

Nomor :KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI HUKUM

NO KOMPONEN ] URAIAN — 1
A Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
| Pelayanan (Services Dalivery) - o
|1 | Produk Pelayanan Jawaban secara lisan |
2 | Pemsyaratan Pelayanan Tidak ada persyaratan khusus unfuk

3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

mendapatkan pelayanan hukum, namun
lerdapal persyaralan umum yaitu. -
Masyarakat umum/ Pemohon datang ke
Pos Pelayanan Hukum yang tersedia
pada Kantor Pengacara Negara bak di
JAM DATUN maupun pada satuan kerja
Kejaksaan seluruh Indonesia dengan
membawa identitas din.

8. Masyarakat umum/ Pemohon yang
datang ke Pos Pelayanan Hukum mengisi
buku tamu dan bersedia diminta identitas
- din untuk dicatal dalam buku pelayanan
hukum. b. Pemochon berfemu dengan
Jaksa Pengacara Negara yang berlugas
di Pos Petayanan Hukum. ¢ Pamohon
mengularakan  terkail  permasalahan
hukum vyang dihadapl kepada Jaksa
Pengacara Negara yang berfugas dan
permasalahan hukum tersebut dicatat
oleh petugas d Pemohon menenma
analisa, jawaban, fanggapan, pefunjuk
serla informasi mengenai hak dan
kewajban Pemochon darn  Jaksa
Pengacara MNegara yang berlugas
berdasarkan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku.

Palayanan di Internal Organisasi (Manufaciuring)

Dasar Hukum

a. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentanng
perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang |

4 | Jangka Wakiu Penyelesaian Pelayanan Hukum masing-masing
pemohon rata-rata 80 menil .
5 | Biaya/Tanf Tdak dikenakan tarf dalam pelayanan |

hukum
6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan | no telapon 2
Masukan 0BZ195108166 website hitps:/kesari- |
tojounauna kejaksaan.goid/ .dan website

_— o - www lapor.goid

B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan




| Kejaksaan Republix Indonesia; b

Peraturan  Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor: PER-DOB/A/JA/OT2017
tentang Organisasi Tata Kerja Keaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terskhir dengan  peraturan
Perubahan Ketga atas Peraturan Jaksa
Agung Nomor : PER-O06/AJJAJOTI2017
tentang Organisasi dan Tsta Kerjas
Kejaksaan Republk Indonesia, c
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Hukum,
Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan
Hukum di Bidang Perdala dan Tata
Ussha Negara, ¢ Kepulusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor KEP-
15TIANZR2012 tentang Standar
Operasional Prosedur di  Lingkungan

Kejaksaan RI. o

Sarana dan Prasarana, dan/atau
Fasilitas

a. Komputer dan ﬂﬂ%’éﬁ b, Kartu penernus '
disposisi, ¢ ATK. dPeralatan kantor
l2innya.

Kompetensi Pelaksana

Jaksa Fungsional maupun Struktural yang
menguasai Tupcks: Bidang DATUN,

menguasai prosadur kerna dalam Tupoks:
menguasai hukum  perdala seria

- menguasai  ketenluan sektoral sesuai
. dengan objek Pelayanan Hukum.

Kajari dan Kasi Datun

L

Jumiah Pelaksana

gy e

Sesuai dangan har kena, setap hannya
ada 1 Tim JPN Pelayanan Hukum secara
Lisan
Komitmen sasual dengan — makiumat
Pelayanan untuk melaksanakan puia'yu.nm|
sesual ketentuan yang beraku dan siap
menenma sanks apabila terjadi
ketidaksesuaian

Jaminan Keamanan dan Kesslamatan
Palayanan

Pelayanan dbenkan seamaksimal mungkin
dengan berpedoman pada  maklumst
pelayanan

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Survel Hepuasan Masyarakal berkaitan
dengan pengambilan barang bukt




	SK Standar Pelayanan.pdf (p.1-12)

